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ABSTRACT

This study is intended to examine Indonesia's compliance towards International labour
organization in Convention Nao. 102 concerning the minimum andard of social assurance
for workers. In current circumstances, the implementation ol policies into domestic
regulationsare still having problems and obstacles in way toregulatingthe regulations and
social assurance policics which takes a lot ol time, s well as the lack of infarmation
obtained by the workers related to social assurance for workers, In this case, it has an
impact upon the ignorance of workers in taking part s {he social assurance participants of
BPJS Kctenagakerjaan based on the assumplion that the dues of BPIS participant arc likely
to be high. This rescarch is examined using the coneept of regime compliance. The (ype of
research that the author uses is qualitative rescarch with the data which can he obtained by
doing literature study through books, previous journals, reports and relevant official
websites. The results of this study shows how to perecive the compliance of a nation that
should fulfill the indicators such as output, outcomes and impact. When these indicators
are met, it will indicate the level of Indonesia’s compliance towards the international
labour organization is at a pussive compliance level which can be scen from how
Indonesia undergoing the joint commitments related (0 the minimum standards of social
assurance based on 1LO Convention No. 102 into domestic regulations. However, it has
not yet brought changes that indicate the success of the regulation. This causes [ndonesia
10 be at the level of passive compliance. It can be seen from the regulations that arc oo
slow in implementing the policy to expand the reach of social assurance programs for
informal workers, as well as the problems that come from participants or informal workers.

Kevwords: BPJS Ketenagakerjaun, Impact, International Labor Orguanization, Regime
Compliance, 1.0 Convention No. 102, Output, Outcomes, Passive Compliance,

Informal Workers, Internutional Regime.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana 70 persen wilayah berupa laut
dengan hal tersebut Indonesia sendiri memiliki 17.504 pulau yang tersebar di Indonesia
(Badikenita, 2017). Melihat hal tersebut Indonesia memiliki sebuah tantangan besar dalam
pembangunan yang berkualitas dalam segala dimensi yang ada. Kondisi tersebut
merupakan sebuah tantangan dalam memenuhi pembukaan Undang —Undang dasar 1945
tentang “..... mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan

bangsa”.

Dalam memenuhi pembukaan Undang- Undang 1945 penting bagi pemerintah dalam
memberikan jaminan sosial bagi para tenaga kerja. Sehingga dalam hal tersebut pemerintah
secara tidak langsung akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam sebuah sistem
jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal ini diperlukan jika melihat bagaimana Indonesia
sendiri memiliki jumlah penduduk yang banyak sehingga secara tidak langsung berdampak
pada banyaknya tenaga kerja yang ada di negara. Namun banyaknya tenaga kerja sendiri
merupakan salah satunya masalah dalam jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia.
Sejak berdirinya sebuah penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2014 atau
dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Terbentuknya BPJS sendiri sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional serta Undang —
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan jaminan sosial (Badikenita,

2017).



BPJS Ketenagakerjaan sendiri merupakan sebuah transformasi yang hadir dari
sebuah perseroan yaitu PT. Jamsostek dimana dalam transformasi tersebut membawa
perubahan terhadap perluasan cakupan kepesertaan pada tenaga kerja yang semula hanya
terfokus kepada para pekerja formal bertambah dalam cakupan bagi pekerja informal.
Pekerja informal berdasarkan UU No. 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan, dimana
pekerja informal didefinisikan sebagai tenaga kerja yang bekerja dimana dalam hal sektor
informal mendapatkan upah ataupun hanya imbalan. Sehingga dalam hal ini pekerja
informal bekerja hanya sesuai dengan kesepakatan kepada pemberi kerja berdasarkan
kepercayaan dalam menjalankan kegiatan ekonomi serta dalam hal ini tidak bersumber
pada usaha yang memiliki badan hukum. Berbeda dengan UU No. 25 Tahun 1997 badan
pusat statistik atau BPS mendefinisikan sektor pekerja Informal berbeda seperti yang
dikelompokan langsung oleh international labour organization yang hanya mendefinisikan
sektor informal hanya sebatas pekerja mandiri sedangkan BPS menambahkan bahwasanya
pekerja informal di indonesia merupakan pekerja bebas serta dibantu oleh pekerjaan bebas
lainnya. Hal ini melihat bagaimana upah yang ada bagi pekerja informal tidak memadai

serta kondisi kerja yang relatif buruk (Sari, 2016).

Terlepas dari definisi pekerja informal seperti apa, menurut data yang ada dari
tahun 2014 -2019 bagaimana para dari jumlah tenaga kerja informal yang ada di Indonesia
masih rendah dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bagi pekerja bukan penerima
upah hal ini terlihat bagaimana peta jalan terhadap penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan yang diatur dalam PP No. 10 Tahun 2015 terkait proyeksi jumlah tenaga
kerja formal dan informal secara berurutan dari tahun 2014- 2015 melalui skenario

konservatif (Badikenita, 2017).



Tabel.1.1 Target peta jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial bidang Ketenagakerjaan

2013-2019 skenario konservatif (juta)

Tahun Proyeksi Target kepesertaan Target
pekerja di BPJS kepesertaan BPJS
sektor formal Ketenagakerjaan di Ketenagakerjaan
sektor Formal di sektor Informal

20 48,21 23,69 -

14

20 50,93 29,85 1,3

15

20 53,72 36,20 1,9

16

20 56,58 42,73 2,5

17

20 59,50 49,46 3,0

18

20 62,47 56,43 3,5

19

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan 2017

Dari target skenario konservatif terhadap para pekerja terutama bagi pekerja Informal yaitu
pada programa pekerja bukan penerima upah yang masih rendah dimana target yang
ditetapkan sebesar 1.3 pada tahun 2015 hanya dapat terpenuhi sebesar 13,44 % jauh dari
pemenuhan target (Badikenita, 2017). Secara umum dalam mencapai target dalam
kepesertaan bagi pekerjaan BPU yang dalam hal ini mengalami kendala baik secara
pendataan yang terlalu luas dimana beragamnya pekerja BPU yang dimana mayoritas
memiliki sektor usaha sendiri yang skala dimiliki kecil, maupun kendala langsung dari
tenaga kerja dimana ketiadaan informasi yang kurang terhadap manfaat dari jaminan sosial

bagi tenaga kerja.

Kendala yang hadir dalam jaminan sosial tenaga sendiri bukan hanya hadir dari
regulasi yang butuh dikaji atau perubahan terhadap kebijakan jaminan tenaga kerja bagi
masyarakat. Tetapi tantangan ikut hadir bagaimana masyarakat Indonesia merasa tidak

membutuhkan sebuah jaminan sosial dalam melindungi diri mereka sendiri dari resiko



dalam bekerja baik itu kecelakaan kerja dan sebagainya. Hal ini ditunjukan bagaimana
banyak berita yang beredar melalui media massa seperti koran dan sosial media dimana
masyarakat memiliki pemikiran bahwasanya BPU sendiri tidak memiliki manfaat yang
signifikan serta anggapan bahwa uang yang mereka bayar untuk sebuah jaminan sosial
bagi diri sendiri tidak terlalu berguna dan hanya membuang uang yang dimana dalam

mendapatkan upah bagi pekerja informal yang relatif kecil.

Dari masalah yang hadir BPJS Ketenagakerjaan sendiri mencoba melakukan
pendekatan serta variasi kepada masyarakat dalam menyampaikan informasi sehingga
masyarakat Indonesia aware terhadap jaminan terhadap diri mereka sendiri. Setiap cabang
dari BPJS sendiri memiliki variasi dalam pendekatan kepada tenaga kerja informal
dikarenakan beragamnya pekerja informal di setiap daerahnya. Hal ini ditunjukan
bagaimana  target serta realisasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan dalam
meningkatkan keikutsertaan pekerja informal dalam jaminan sosial tenaga kerja yang

terlihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 target dan persentase realisasi 2015-2017 bagi pekerja penerima upah

dan bukan penerima upah

Tahun Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
2015 2015 (26) 2016 2016(26) 2017 2017 (26)
Pekerja 10.971.42 6.294.931 13.109.80 13.115.05 14.595.18 14.066..6
Upah 3 (57.389206) 2 o 3 30 (
96,38%0)
(99.26%0)
Pekerja 320.000 421.006 500.000 588.233 Z.232.087 295.963
Bukan (131,5496) (78,7296) (13,4496)
Penerima
Upah
Jasa 1.950.000 5.632.527 1.188.000 | 3.088.105 2.272.730 | 4.668.065
Konstruks (288,85%0) (259,9496) (205,39%
i
D
Tenaga 13.241.42 1z.348.46 15.197.80 16.791.39 15.100.00 | 19.034.65
Kcerja 3 a 2 7 o 8
Aktif
(93.25%0) (110,4920) (99.66%0)

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan



Dalam data tersebut bagaimana realisasi dari program BPU sendiri mengalami penurunan
setiap tahunnya hal ini menunjukan bagaimana regulasi yang dilakukan oleh BPJS
Ketenagakerjaan sendiri tidak semulus yang terlihat dari bagaimana regulasi terkait
jaminan sosial yang pada awalnya belum terbentuk wadah yang menaungi jaminan sosial
tenaga kerja hingga hadirlah BPJS tenaga kerja sebagai wadah dalam perlindungan

jaminan sosial tenaga kerja

BPJS Ketenagakerjaan sendiri hadir melalui sebuah regulasi yang panjang sebelum
dikenal dengan BPJS Ketenagakerjaan. Awal mula tersebut berawal rezim internasional
yang dikenal dengan international labour organization yang membahas terkait isu
perburuan dalam hal ini indonesia ikut dalam sebuah rezim yang disebut dengan ILO.
Bahasan dari perburuan sendiri memiliki banyak bahasan dimulai dari keadilan dari buruh
hingga pembahasan terkait sebuah standar minimum jaminan sosial bagi buruh yang
terletak pada konvensi ILO NO.102 Tahun 1952 sendiri membahas terkait hak yang harus
diberikan oleh Jaminan sosial suatu negara yaitu sebuah jaminan bagi pengangguran atau
setengah pengangguran (underemployment) yang dimaksud dalam hal ini seseorang yang
bersedia dalam bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dalam hal ini
seperti pekerja informal, yaitu gojek, pedagang kecil maupun besar dan sebagainya seperti
yang tertuang dalam pasal 20 dan 21 di konvensi ILO. No 102 selain hal itu under
employment sendiri dapat menerima tunjungan ketika pekerja setengah pengangguran
lebih dari 50 persen dari kategori semua sektor pekerjaan (Organisasi Perburuhan
Internasional, 2009). Melalui konvensi ILO sendiri menjelaskan jaminan sosial seharusnya
diterima dari semua sektor bukan hanya dari pekerja tetap atau profesional. Hal ini terlihat
dari data BPS yang menunjukan angka pekerja informal mencapai lebih dari persentase

sebagai berikut :



Tabel 1.3 Persentase jenis Pekerjaan di Indonesia

Jenis Pekerjaan Persentase
Sektor pertanian, perikanan, 29,4 %
kehutanan
Pedagang besar dan eceran 18,63%
(Informal)
Pekerja Kasar 29,36%
Pekerja Profesional 7,74%

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan data dari badan pusat statistik 2020 (Statistik, 2020).
Hal ini menunjukan bagaimana bahwa para pekerja informal berhak terhadap sebuah
jaminan sosial berdasarkan standar minimum internasional berupa jaminan hari tua,
jaminan kematian serta jaminan kecelakaan kerja (Organisasi Perburuhan Internasional,
2009). Hal tersebut diatur dalam cakupan baru BPJS Ketenagakerjaan dimana para pekerja

informal mendapatkan sebuah jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan standar global.

Standar Jaminan sosial tenaga kerja bagi Indonesia lahir dari sebuah Konvensi ILO
No. 102 Tahun 1952 dimana melalui konvensi ini membawa masa pencerahan bagi
jaminan sosial tenaga kerja indonesia semenjak mulai diratifikasi pada tahun 1992. Terlihat
bagaimana perjalanan dari jaminan sosial tenaga kerja Indonesia yang awalnya hanya
segelintir masyarakat yang dapat merasakan hal tersebut mengalami perkembangan
menjadi lebih luas cakupannya. Hal tersebut terlihat dari perjalanan BPJS Ketenagakerjaan
yang sebelumnya bukan sebuah BPJS ketenagakerjaan dimana dimulai pada fase tahun
hadirnya peraturan menteri perburuhan (PMP) tentangan bantuan dalam penyelenggaraan
bagi kesehatan buruh yang tertuang dalam PMP no 48 tahun 1952 serta No. 8 tahun 1956.
Alur ini pun berlanjut dengan dibentuknya sebuah yayasan sosial buruh sesuai dengan

peraturan PMP No. 15 tahun 1957. Tidak sampai disana PMP juga membentuk sebuah



yayasan dana jaminan sosial sesuai dengan peraturan PMP No. 5 tahun 1964. Serta
beberapa tahun kemudian hadir UU No 14 tahun 1969 yang berisi terkait pokok pokok

yang didapat tenaga kerja.

Tetapi tonggak sejarah lahirnya sebuah penyelenggaraan jaminan sosial bagi para
buruh baru terjadi pada tahun 1977 dengan keluarnya peraturan pemerintah atau PP no 33
tahun 1977 yang berisi terkait pelaksanaan sebuah program asuransi sosial tenaga kerja
(ASTEK). Dimana dalam hal ini bagi para pengusaha ataupun pemilik usaha swasta
maupun BUMN diwajibkan mengikuti program ASTEK bagi para pekerja mereka. Tidak
sampai disana bahasan ASTEK sendiri masih diangkat menjadi peraturan pemerintah di
tahun yang sama yaitu PP No. 34 tahun 1977 terkait pembentukan sebuah wadah
penyelenggaraan Astek pada masa itu diberi nama perum Astek (Organisasi Perburuhan

Internasional, 2009).

Tidak sampai disana tonggak penting berikutnya terjadi pada tahun 1992 dengan
lahirnya undang- undang No.3 tahun 1992 yang berisi terkait jaminan sosial tenaga kerja
atau disebut dengan (JAMSOSTEK) serta berdasarkan peraturan pemerintah terdahulu No.
36 tahun 1995 maka PT jamsostek ditetapkan menjadi sebuah badan penyelenggaraan
jaminan sosial tenaga kerja. Dimana jaminan sosial tenaga kerja menaungi terkait
pemberian perlindungan dasar terhadap pekerja dan keluarganya melalui arus penghasilan

pekerja menjadi sebuah jaminan terhadap sebuah resiko sosial yang mungkin terjadi.

Perjalanan panjang penyelenggaraan jaminan sosial ini berlanjut pada tahun 2004
dimana terbitnya peraturan pemerintah No. 40 pada tahun tersebut. Peraturan tersebut
membahas terkait sistem jaminan sosial nasional. Peraturan tersebut hadir dikarenakan

amandemen yang terjadi pada UUD 1945 pasal 34 ayat 2 yaitu;



“negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai

1

dengan martabat kemanusian.’

Melalui peraturan dan UU tersebut pemerintah berharap para tenaga kerja merasa aman
dan dilindungi dengan hal tersebut tenaga kerja akan merasa termotivasi untuk bekerja
lebih giat terhadap produktivitas yang akan tercipta terhadap pekerja. Tahun 2011
terjadilah pembaruan yaitu penetapan UU No.24 Tahun 2011 Tentang badan
penyelenggara jaminan sosial. Setelah terbitnya UU terbaru tenaga kerja pada tahun 2011
maka terjadilah perubahan terhadap PT Jamsostek pada tahun 2015 dimana PT Jamsostek
yang merupakan perseroan atau BUMN bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan
(badan penyelenggara jaminan sosial) dimana dalam hal ini bukan lagi sebuah BUMN
milik negara tetapi menjadi sebuah badan hukum publik. Penjelasan BPJS
Ketenagakerjaan sendiri memiliki program jaminan sosial tenaga kerja dalam hal
JKK,JKM, serta JHT. Tidak sampai disana pada tahun yang sama BPJS Ketenagakerjaan
menjalankan sebuah Program baru yang disebut dengan jaminan pensiun sebagai bentuk

perlindungan bagi tenaga kerja (Organisasi Perburuhan Internasional, 2009).

Melihat dari masalah diatas dimana program jaminan sosial ketenagakerjaan pada
BPJS Ketenagakerjaan dianggap masih kurang efektif serta belum menjangkau semua
masyarakat terutama bagi pekerja perekonomian informal, sedangkan berdasarkan dari
Konvensi ILO No0.102 dalam menjamin hal standar minum bagi jaminan sosial tenaga
kerja yang bersifat Universal. Dalam hal ini Indonesia berkewajiban dalam memenuhi hak
terhadap standar minum bagi jaminan sosial tenaga kerja terutama pekerja perekonomian
Informal berdasarkan adanya konvensi tersebut. Terutama bagi negara Indonesia yang

memiliki pendudukan banyak dalam hal ini akan berdampak dengan banyaknya tenaga



kerja, penulis ingin melihat kepatuhan Indonesia dalam international Labour Organization
dalam meningkatkan sebuah jaminan sosial bagi pekerja terutama bagi pekerja sektor

informal.

1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana Tingkat kepatuhan Indonesia pada International Labour Organization

melalui kebijakan Jaminan sosial bagi Pekerja Informal Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan pada rumusan masalah penelitian ini.maka tujuan yang ingin dicapai
peneliti,ialah:
a. Mengetahui dan memahami sejaun mana Tingkat Kepatuhan Indonesia pada
International Labour Organization.
b. Memahami kepatuhan Indonesia terkait International Labour Organization.
1.3 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah rujukan serta menambah wawasan
dalam pengembangan IImu Hubungan Internasional terkait penggunaan Teori HI dalam
menganalisis Masalah Nasional Negara menjadi sebuah Isu Global melalui teori Rezim

dan kepatuhan Rezim.



1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai sebuah bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam membahas Isu
perburuhan nasional menjadi sebuah isu perburuhan Internasional

2. Mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui sebuah penelitian terkait
pemahaman kepatuhan rezim negara Indonesia

3. Mampu menganalisis isu nasional menjadi sebuah Internasional menggunakan

teori Ilmu Hubungan Internasional
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